
  
 

PROVINSI BANTEN 
BUPATI SERANG 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG 

NOMOR 6 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SERANG, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi mencerdaskan 

kehidupan masyarakat Serang melalui pembudayan 

kegemaran membaca, keberadaan Perpustakaan 

merupakan wahana belajar sepanjang hayat untuk 

mengembangkan potensi masyarakat yang berkualitas; 

b. bahwa perpustakaan merupakan sarana penyelenggaraan 

pendidikan di Daerah, sebagai wahana pendidikan, sumber 

informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian, rekreasi 

dan pelestarian budaya, yang memiliki karakteristik 

budaya Daerah; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah 

Daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah dalam 

pembinaan pengembangan perpustakaan di wilayah 

  
d. 

masing-masing; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan; 

 
Mengingat 

 
: 1. 

 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 182, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang 

Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik 

SALINAN 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah 
Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 

tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5531); 

7. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 
2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan 
Kabupaten/Kota; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang 

Tahun 2016 Nomor 10); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang 

Tahun 2016 Nomor 11); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

DAN 

BUPATI SERANG 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN 

PERPUSTAKAAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Serang. 
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3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelengaraan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenagan daerah. 

5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah yang selanjutnya disebut Dinas 
adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi 
menyelenggarakan Perpustakaan dan Kearsipan. 

6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, 

dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna 

memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan 

rekreasi para Pemustaka. 

7. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan 

sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan 

perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

8. Perpustakaan sekolah/madrasah adalah perpustakaan yang merupakan 

bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat 

sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang 

berkedudukan di sekolah/madrasah. 

9. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau 

karya rekam. 

10. Koleksi Daerah adalah seluruh media informasi yang menjadi milik 

perpustakaan di Daerah dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau 

karya rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, baik yang berada di 

Daerah, nasional maupun di luar negeri. 

11. Koleksi Perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, 

karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai 

nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada 

masyarakat. 

12. Naskah Kuno adalah seluruh dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak 

diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di 

luar negeri yang berumur paling kurang 50 (lima puluh) tahun, dan yang 

mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Daerah, nasional, sejarah, dan 

ilmu pengetahuan. 

13. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh 

melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai 

tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan 

perpustakaan. 

14. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok 

orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan 

perpustakaan. 

15. Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses atau kegiatan memproses 

atau mengolah bahan perpustakaan, agar siap dilayankan untuk dibaca 

atau didengar oleh pemustaka. 

16. Literatur Sekunder adalah alat bantu penelusuran informasi atau sarana 

temu balik informasi, dalam bentuk analog maupun digital. 

17. Bibliografi Daerah adalah daftar data bibliografis bahan perpustakaan 

tentang muatan lokal yang sudah diterbitkan di Daerah, luar Daerah 

maupun luar negeri, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul, 
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dan/atau subjek dalam format secara tercetak (hardcopy) maupun secara 
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18. Bibliografi Khusus adalah daftar data bibliografis bahan perpustakaan 

tentang muatan lokal yang sudah diterbitkan di Daerah maupun luar Daerah 

mengenai subjek tertentu, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, 

judul, dan/atau subjek dalam format secara tercetak (hardcopy) maupun 

secara terdigitalisasi (softcopy). 

19. Perpustakaan Deposit adalah Perpustakaan yang menghimpun dan 

mengelola karya cetak dan karya rekam sebagai khasanah intelektual yang 

terbit dalam satu wilayah tertentu. 

20. Sudut baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang 

dibutuhkan oleh masyarakat sebagai tempat penyelenggaraan program 

pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat 

mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling 

banyak 300 (tiga ratus) judul bahan pustaka atau paling banyak 1000 

(seribu) eksemplar. 

 
BAB II 

KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB 

 
Bagian Kesatu 

Kewenangan 

Pasal 2 

Dalam penyelenggaraan perpustakaan, kewenangan Pemerintah Daerah 
meliputi : 

a. Kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di 
Daerah; 

b. Mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan 
perpustakaan di Daerah 

c. Mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di Daerah 
untuk dilestarikan dan didayagunakan; dan 

d. Pengembangan   koleksi budaya  etnis nusantara yang ditemukan oleh 

Pemerintah Daerah. 

 
Bagian Kedua 

Kewajiban dan Tanggung Jawab 

Pasal 3 

Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah 

Daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab : 

a. menjamin Penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah; 

b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata; 

c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan 

sebagai pusat sumber belajar masyarakat; 

d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan 

perpustakaan; 

e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah ; dan 

f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan Daerah berdasarkan 

Karakteristik Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan 

budaya daerah. 

 
BAB III... 
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BAB III 

PERENCANAAN 

Pasal 4 

(1) Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan perencanaan yang disusun 

secara terpadu dan berkesinambungan. 

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Rencana strategis; 

b. Rencana kerja; dan 

c. Rencana tahunan. 

(3) Rencana strategis dan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a dan huruf b disusun oleh Perpustakaan Daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

(4) Perpustakaan menyusun rencana strategis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a dijabarkan dalam rencana kerja jangka pendek dan rencana 

jangka menengah. 

(5) Rencana kerja tahunan disusun oleh perpustakaan yang diselenggarakan 

masyarakat, kecuali perpustakaan keluarga dan pribadi 

 

BAB IV 

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 5 

(1) Setiap perpustakaan dikelola sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 

baik lingkup Daerah, Kecamatan, Khusus, Sekolah/Madrasah Ibtidaiyah, 

Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah. 

(2) Standar Perpustakaan Nasional Perpustakaan terdiri atas : 

a. Standar koleksi perpustakaan; 

b. Standar sarana dan prasarana; 

c. Standar pelayanan perpustakaan; 

d. Standar tenaga perpustakaan; 

e. Standar penyelenggaraan; dan 

f. Standar pengelolaan. 

(3) Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan 

pengembangan perpustakaan. 

(4) Standar Perpustakaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional. 

 
Bagian Kedua 

Jenis Perpustakaan 

Pasal 6 

Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan jenis, terdiri dari : 

a. Perpustakaan Umum; 

b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah; 
c. Perpustakaan Khusus. 


